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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Good Governance 

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan  

yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta 

administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. 

Krina (2003) menyatakan bahwa tata pemerintahan mencakup 

seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan 

kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan 

hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan 

diantara mereka. 

Ulum dan Sofyani (2016 : 34) mengungkapkan bahwa good 

governance meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, 

ekonomi dan sosial. Good governance juga sangat berhubungan erat 

dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan 

yudikatif. 

Beberapa ahli atau lembaga menyatakan persepsinya mengenai 

prinsip-prinsip good governance antara lain: UNDP (1997) yaitu 

partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli 

pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan 

efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Sedangkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik antara 
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lain: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 

demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan 

dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 

Penelitian ini menganut prinsip Good Governance berdasarkan 

persepsi Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) sebagai berikut: 

1) Transparancy (Keterbukaan Informasi) 

Prinsip transparansi merupakan keterbukaan atau kemudahan 

akses informasi meliputi program, kinerja, serta keuangan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan secara jelas, benar dan mudah dipahami. 

Menurut Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 prinsip 

transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola 

yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara 

pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga: 

dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan 

opini audit wajar tanpa perkecualian; dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. 

2) Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin terciptanya 

pertanggungjawaban secara terbuka oleh pelaksana kepada pihak yang 

terkena dampak kebijakan atas setiap kegiatan penyelenggaraan 

pemerintah. 

Minarti (2011 : 225) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan 

penilaian atas kondisi seseorang oleh orang lain mengenai performa 
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dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam menajemen pembiayaan 

pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan 

3) Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian 

(kepatuhan) di dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga 

terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang 

berlaku. 

4) Independency (Kemandirian) 

Independency (kemandirian) merupakan suatu kondisi dimana 

perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan, 

pengaruh, serta tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan 

kebijakan, peraturan, perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. 

5) Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)  

Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil 

dan setara berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang 

berlaku.di dalam memenuhi hak-hak pihak-pihak berkepentingan. 

Prinsip keadilan menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 

merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya 

dan merata kepada peserta atau calon peserta didik, tanpa membedakan 
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latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, serta kemampuan atau 

status sosial-ekonomi. Pada bagian pendanaan pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008, besarnya 

pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

2. Madrasah  

a. Pengertian Madrasah  

Menurut Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2014, Sekolah/ 

Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang meliputi 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia madrasah merupakan sekolah atau perguruan yang 

biasanya berdasarkan agama Islam (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1994: 611). 

Jadi disimpulkan bahwa madrasah merupakan organisasi atau 

lembaga formal berdasarkan agama Islam yang bergerak dalam bidang 

pendidikan dengan unsur penyelenggaranya meliputi kepala sekolah, 

guru, serta karyawan. 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Biaya Madrasah merupakan 

bagian dari manajemen keuangan suatu lembaga dengan proses yang 

meliputi penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.  

Adnan (2014) menyatakan bahwa : 

“The essence of financial management is simply how the fund of a 

particular entity being managed so that it provides a maximum return 
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within a reasonable cost. Unlike the financial management in the 

business sector, the discourse about financial management in the non-

profit oriented organization is very limited”. 

Hal tersebut berarti bahwa inti dari manajemen keuangan adalah 

bagaimana dana dari entitas tertentu yang dikelola sehingga 

memberikan hasil maksimal dalam biaya yang wajar. Berbeda dengan 

lembaga sektor bisnis, manajemen keuangan dalam organisasi yang 

tidak berorientasi pada laba sangat terbatas. 

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2014 

tentang tata cara pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

sekolah/madrasah. Pada penelitian ini mengacu beberapa asas yang 

terdapat dalam peraturan tersebut, yaitu asas tertib, efektif, dan efisien. 

Asas tertib meliputi keuangan madrasah dikelola secara tepat waktu 

dan tepat guna serta didukung dengan bukti administrasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Asas efektif meliputi pencapaian hasil program 

dengan target yang telat ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran 

dengan hasil. Sedangkan asas efisien merupakan pencapaian keluaran 

yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan 

terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Kedua asas tersebut dapat 

ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu: (1) adanya struktur 

organisasi yang jelas dalam madrasah serta tidak adanya tugas atau 

wewenang ganda, (2) pada bagian keuangan dikerjakan oleh pegawai yang 
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berlatarbelakang pendidikan akuntansi atau pernah melakukan pelatihan 

khusus bagian keuangan, (3) terdapat rotasi jabatan secara periodik. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dijelaskan pada Tabel 

2.1 antara lain:  

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu  

No  Peneliti Hasil Penelitian 

1 Darmawan 

(2009) 

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan madrasah di lingkungan kementerian agama 

sudah cukup baik. Dari hasil analisa deskriptif semua 

indikator yang ada pada variabel pengelolaan keuangan 

(Y) ditemukan indikator yang paling kuat yakni 

indikator organisasi dan koordinasi sedangkan indikator 

yang paling lemah yaitu indikator pengawasan. Hasil 

analisa deskriptif semua indikator yang ada pada 

variabel akuntabilitas (X1) ditemukan yang paling kuat 

yakni laporan keuangan periodik dan tahunan, 

sedangkan yang paling lemah yaitu indikator kualitas 

penyusunan APBM. Pada variabel transparansi ( X2  ) 

dari hasil analisa deskriptif ditemukan indikator yang 

paling kuat yakni jaminan integritas, sedangkan yang 

paling lemah adalah indikator ketersediaan informasi 

bagi publik. Dari penelitian tersebut terdapat beberapa 

kelemahan, yaitu variabel yang digunakan hanya 

akuntabilitas dan transparansi, peneliti menyarankan 

untuk menambah variabel partisipasi masyarakat pada 

penelitian selanjutnya karena masih ada 41% faktor lain 

yang mempengaruhi variabel pengelolaan keuangan. 

2 Wahyudin 

(2009) 

Berdasarkan pengujian secara parsial variabel good 

governance memberikan pengaruh secara parsial 

terhadap kinerja organisasi. Artinya saat variabel lain 

dianggap konstan ada maka variabel good governance 

memberikan pengaruh kepada kinerja organisasi. Hal ini 

diduga karena tidak adanya kewajiban 

menyelenggarakan organisasi sesuai dengan 

karakteristik good governance membuat para 

penyelenggara sekolah kurang termotivasi untuk 
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Lanjutan Tabel 2.1 

  meningkatkan kinerja. Kelemahan dalam penelitian 

tersebut adalah sampel yaitu kepala sekolah dari jenjang 

pendidikan dasar hingga pendidikan menengah tingkat 

atas, dimana secara riil terdapat perbedaan yang nyata 

dalam hal penanganan mekanisme good governance. 

Kemudian penarikan instrumen dilakukan didalam 

kondisi dimana responden merupakan peserta dalam 

sebuah pelatihan mekanisme good governance sehingga 

hasil dari jawaban responden kurang representatif. 

3 Boy dan 

Siringoringo 

(2009) 

Menyatakan bahwa sikap akuntabel dan transparan 

satuan pendidikan dalam pengelolaan APBS jika 

dilakukan baik secara simultan maupun secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi 

orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Jika 

dibandingkan antara sikap akuntabilitas dan 

transparansi, pengaruh akuntabilitas lebih kuat 

dibandingkan pengaruh transparansi terhadap partisipasi 

orang tua murid. Semakin akurat dan tepat waktu 

pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari 

orang tua murid, maka akan semakin tinggi partisipasi 

orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan 

pendidikan. Obyek penelitian pada enam SMA Negeri 

di wilayah Kota Depok. Peneliti menyarankan untuk 

Menambahkan selain faktor lain yang mempengaruhi 

partisipasi orangtua murid karena masih ada 21,7% 

kontribusi faktor lain. Faktor- faktor tersebut perlu 

diidentifikasi dalam penelitian dimasa mendatang. 

4 Syah (2011) Pelaksanaan transparansi manajemen keuangan 

madrasah di MTs Salafiyah sudah berjalan dengan 

cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan 

transparansi manajemen keuangan madrasah yang dapat 

digambarkan dengan transparansi keuangan Madrasah 

Tsanawiyah salafiyah dalam melakukan perencanaan 

yakni berupa penyusunan anggaran sudah baik, hal 

tersebut dapat diketahui dari langkah-langkahnya yang 

meliputi perencanaan pendidikan, pendapatan/ 

penerimaan, perencanaan pengeluaran untuk berbagai 

kebutuhan madrasah dan juga melakukan 

pengembangan terhadap renacana anggaran pendapatan 

atau penerimaan dan pengeluaran (RAPBM).  

MTs Salafiyah melaksanakan transparansi keuangan 

dengan pembukuan terhadap dana yang masuk dan 

keluar, pembukuan ini dilakukan secrara terpisah yakni 

dana yang masuk ditangani oleh bendahara II, 
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  sedangkan dana yang kaluar ditangani oleh bendahara I. 

pembukuan yang dilakukan merupakan pembukuan yang 

sederhana, lengkap dan mudah dipahami sehingga 

menjadikan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan 

terlaksana dengan baik. Selain pembukuan juga 

dilakukan pembuatan laporan terhadap dana yang masuk 

adan keluar yang menjadi bahan pemeriksaan dan 

pertangungjawaban dalam pelaksanaan transparasi 

manajemen keuangan madrasah. 

Evaluasi yang dilakukan MTs Salafiyah berupa 

pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan 

oleh kepala madrasah sebagai pimpinan yang 

bertanggung jawab langsung kepada yayasan. Sedangkan 

pemeriksaan dilakukan dari dua arah yaitu dari pihak 

madrasah dan yayasan serta kepala madrasah dan pihak 

yang kedua adalah masyarakat dan komite sekolah. 

Pemeriksaan dilakukan terhadap angaran yang dibuat, 

kas yakni melalui dana yang masuk dan keluar serta 

terhadap barang yang dimiliki oleh madrasah. 

Transparansi yang dibangun dilakukan dengan 

mengadakan pemberitahuan kepada orang tua siswa 

melalui surat pemberitahuan, dalam pertanggung jawaban 

menyediakan informasi tentang penggunaan dana. 

5 Utama dan 

Setiyani 

(2014) 

Penelitian dengan hasil yang diperoleh bahwa 

transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas 

pengelolaan keuangan sekolah berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja guru di SMP Negeri Eks-RSBI 

se-kota Semarang. Namun secara parsial hanya variabel 

responsibilitas pengelolaan keuangan sekolah yang 

memberikan kontribusi terhadap kinerja guru. Sedangkan 

saran yang dapat direkomendasikan yaitu dalam 

mengelola keuangan sekolah, hendaknya kepala sekolah 

dapat senantiasa memegang teguh dan menjalankan 

prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan 

berkesinambungan, karena mengelola transparansi, 

akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan keuangan 

sekolah secara simultan tanpa mengabaikan salah satu 

dari ketiga variabel tersebut, terbukti dapat meningkatkan 

kinerja guru. 

 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain (1) terdapat 

prinsip transparancy (transparansi) dan accountability (akuntabilitas) serta 
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penambahan prinsip responsibility (pertanggungjawaban), independency 

(kemandirian), dan fairness (Kesetaraan dan kewajaran) sebagai indikator 

untuk mengukur good governance suatu madrasah, (2) menggunakan 

pedoman Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 25 Tahun 

2014 untuk menentukan kebenaran dalam pengelolaan APBS/M, (3) 

sampel yang digunakan adalah sembilan madrasah negeri yang ada di 

Kabupaten Bantul, (4) Subyek penelitian yang menggunakan 

penyelenggara madrasah (kepala dan guru) dan komite madrasah 

(orangtua siswa). 

 


